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Abstrak

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan
sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Lilang, untuk mengetahui
dan menganalisis kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan
keuangan di Desa Lilang. Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif, dengan obyek penelitian yang
dilihat dari Siskeudes: RPJM dan RKP Pemerintah Desa, data anggaran pendapatan pemerintah desa,
data anggaran belanja desa, data anggaran penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran
pembiayaan desa. Dokumen- dokumen output siskuedes: Laporan Penganggaran dan Laporan
Penatausahaan, dan Laporan Pembukuan tahun 2021 sampai tahun 2022. Dimana pada penelitian ini
dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten (content
analysis) karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan secara deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada pada Desa Lilang,
Kecamatan Kema, mulai dari tahun 2018 sudah menggunakan sebuah Aplikasi dalam membuat laporan
keuangan yakni dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), penerapan SISKEUDES
pada Desa Lilang belum begitu optimal, terbukti dengan masih adanya beberapa kendala dalam
penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam hal penjabaran laporan keuangan desa, Desa
Lilang juga memberikan informasi terkait laporan Realisasi Anggaran dan Laporan APBDes sebagai
bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat Desa Lilang dalam hal pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah telah meluncurkan aplikasi siskeudes versi 2.0. Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan
pengelolaan keuangan desa yang terbaru yaitu permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Kata Kunci: Efektivitas, SISKEUDES, Dana Desa

Abstract

The research conducted by the author aims to determine and analyze the effectiveness of implementing
the Village Financial System (SISKEUDES) in financial management in Lilang Village, to identify and
analyze the constraints of implementing the Village Financial System (SISKEUDES) in financial
management in Lilang Village. The research type used is descriptive, with the research objects viewed
from SISKEUDES: Village Government Mid-Term Development Plan (RPJM) and Village Government
Work Plan (RKP), village government revenue budget data, village expenditure budget data, village
financing revenue budget data, and village financing expenditure budget data. The output documents of
SISKEUDES: Budgeting Report, Administration Report, and Bookkeeping Report from 2021 to 2022. This
research is conducted using a qualitative descriptive method with a content analysis approach because
the data to be examined require descriptive explanations. The results show that the implementation of the
Village Financial System (SISKEUDES) in Lilang Village, Kema District, starting from 2018, has been
using an application to create financial reports, namely by using the Village Financial System
(SISKEUDES). However, the implementation of SISKEUDES in Lilang Village is not yet optimal, as
evidenced by the presence of several constraints in the implementation of the Village Financial System
(SISKEUDES). In terms of elaborating village financial reports, Lilang Village also provides information
related to the Budget Realization Report and Village Budget (APBDes) Report as a form of accountability
to the Lilang Village community regarding village financial management. The government has launched
the SISKEUDES version 2.0 application, which has been adjusted to the latest village financial
management, namely Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village
Financial Management.
Keyword: Effectiveness, SISKEUDES, Village Funds
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PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis
dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaran pemerintahan
dan pembangunan. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan NKRI (Indonesia, 2014a).

Pada Tahun 2020 total pendapatan Desa Lilang sebesar 378.275.084 yang diperoleh dari
sumber-sumber pendapatan tersebut. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir
ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola
anggaran. Berdasarkan pantauan ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang praktek korupsi
penggunaan dana desa yang ditangani sejak 2016 hingga 10 Agustus 2017 ditemukan 110 kasus
korupsi anggaran desa dengan total kerugian yang ditimbulkan negara mencapai sekitar 30 miliar.
Dalam 110 kasus korupsi anggaran desa tersebut terdapat 139 pelaku, 107 dari 139 pelaku
merupakan Kepala Desa (BPKP, 2016)

Melihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah mengembangkan Aplikasi
Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi
penerapan Undang - undang Nomor 6 Tahun Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-
akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola
anggaran. Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah
satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi
lebih transparan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa (Indonesia, 2014a).
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, dalam rangka
mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dikeluarkan Surat Edaran tentang Aplikasi
Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 143/8350/BPD. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangi
Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5)J dan MOU-16/K/D4/2015, nota kesepahaman ini
merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam
Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bentuk kerjasama yang
dimaksud telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang disebut
SISKEUDES dan diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap.
Pemerintah desa dipaksa harus siap dalam mengelola keuangan desa melalui aplikasi
SISKEUDES dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Aparatur pemerintah desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi mupun
pembukuan serta pemahaman tekait peraturan perundang-undangan maupun ketentuan lain yang
berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
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masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa
adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
(Indonesia, 2014).

Penyajian Laporan Keuangan
Menurut (IAI-KASP, 2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir
dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai
dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan
Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang
harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana
Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sistem Keuangan Desa
Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi
penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Persiapan ini selarasa dengan adanya
perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan
Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban
atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang
menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi
rekomendasi KPK-RI untuk menyusun system keuangan desa bersama dengan Kementerian
Dalam Negeri (Basori, Megantoro, Lasantu, 2016) Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada
awalnya dikembangkan Perwailan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di
lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di
Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi
ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance oleh Tim yang telah ditunjuk.
Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih
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penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas
tata kelola keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deksriptif. Dalam
penelitian ini, jenis pendekatan studi kasus deskriptif dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis,
dan mendeskripsikan mengapa selain sebagai suatu kewajiban berdasar peraturan hukum, Desa
Lilang mengimplementasikan SISKEUDES dalam tata kelola keuangan desanya dan bagaimana
akuntansi pengelolaan keuangan desa dengan adanya support dari SISKEUDES.

Jenis dan Sumber Data

1. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subyek penelitian yakni Bendahara
Desa yang merangkap operator Siskeudes dan Pendamping Desa.

2. Sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen terkait input dan output
Siskeudes. Dokumen-dokumen input Siskeudes: RPJM dan RKP Pemerintah Desa, data
anggaran pendapatan pemerintah desa, data anggaran belanja desa, data anggaran
penerimaan pembiayaan desa, data anggaran pengeluaran pembiayaan desa. Dokumen-
dokumen output siskuedes: Laporan Penganggaran dan Laporan Penatausahaan, dan
Laporan Pembukuan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bertipe openended. Peneliti
menggunakan wawancara ini dengan maksud agar informan bisa mengungkapkan
informasi-informasi yang dia miliki

2. Dokumentasi
Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel bila didukung dengan
dokumen-dokumen yang mendukung. Dokumen-dokumen yang dimaksud disini seperti data
jumlah penduduk Desa Lilang, dokumen penganggaran (Rancangan Anggaran Biaya, data
anggaran pendapatan desa, data anggaran belanja desa, dll), dokumen penatausahaan
(buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dll), dan dokumen pendukung lain yang merupakan
bagian dari Siskeudes.

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan
teknik analisis konten (content analysis) karena data yang akan diteliti memerlukan penjelasan
secara deskriptif.

1. Mengidentifikasi penerapan sistem keuangan desa pada Desa Lilang

2. Mengidentifikasi kendala-kendala selama penerapan sistem keuangan desa di Desa Lilang
3. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Lilang, berdasarkan

Permendagri No. 113 tahun 2014
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa Lilang
Siskeudes merupakan sebuah Aplikasi yang di buat untuk memudahkan dalam mengelola
keuangan desa yang penerapannya pada Desa Lilang di mulai pada tahun 2017 sampai sekarang.
Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh Desa Lilang adalah Aplikasi Siskeudes Versi 2.0, karena
itu adalah himbauan pemerintah, terlebih juga siskeudes versi 2.0 Lebih baik dan terintegrasi
dengan dokumen pada tahap perencanaan dan pengangaran, dibanding dengan diserap oleh
setiap kegiatan. hal ini di sampaikan oleh sekretaris desa dari Desa Lilang yaitu Ibu Ani selaku
Sekretaris Desa Lilang, informan dari penelitian.
“Siskeudes itu sendiri di terapkan pada Desa Lilang pada Tahun 2017 Karna waktu itu jaringan
internet masih susah, sebelumnya dalam membuat laporan keuangan desa itu dengan
menggunakan pencatatan manual saja tanpa sebuah aplikasi Siskeudes”.
Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah alat atau aplikasi yang berbasis online
yang digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel, yang berisikan user
id dan password untuk login kedalam aplikasi siskeudes yang di implementasikan dalam database
Microsoft acces. Dimulai dari pengisian data umum, yaitu proses utama yang harus dilakukan.
Tanpa pengisian data umum, maka akan ada proses yang tidak dapat dilakukan, hal yang harus
diperhatikan bahwa parameter data umum dikelola oleh Administrator pada tingkat kabupaten.
selanjutnya adalah pilih menu data entry, secara umum menu data entry terbagi atas 4 kelompok
menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokkan data
entry yang dimaksud yaitu:
1. Modul Perencanaan, digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari
Renstra Desa, RPJMDes, RKPDes. Modul diakses mulai dari menu data entry
=>perencanaan desa.

2. Modul Penganggaran, yaitu kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses
penyusunan anggaran dengan output utama adalah APBDes.

3. Modul Penatausahaan, yaitu modul yang digunakan dalam bentuk proses penatausahaan
dalam pelaksanaan anggaran APBDes. \

4, Modul Pembukuan, yaitu laporan pembukuan yang berisikan laporan keuangan desa

berupa anggaran yang berasal dari APBDes.

Prosedur pengisian Siskeudes terbilang masih banyak pos-pos yang perlu di isi terlebih dahulu,
mungkin kedepannya bisa di kembangkan dengan prosedur yang memiliki pos-pos yang bisa di
rampingkan atau di persingkat saja agar penginputan bisa lebih cepat, seperti yang di sampaikan
oleh Kepala Keuangan Desa Lilang Ibu Yuliana, selaku Kepala Keuangan Desa Lilang, informan
dalam penelitian.

“Harapan saya dalam pengembangan siskeudes agar pos-pos yang ada bisa di rampingkan saja
agar pengisian dan penginputan bisa dilakukan dengan cepat, karena ada beberapa pos- pos yang
sebenarnya tidak terlalu penting karena dalam penginputan desa sendiri itu sudah ada prosedur
yang di tetapkan saat kami melakukan pelatihan”

Tahapan Penyusunan Keuangan Desa di Desa Lilang Kecamatan Kema
1. Perencanaan

Dalam penganggaran keuangan desa yang ada di Desa Lilang sebelum merumuskan Laporan
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di mulai dari
Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Hukum Tua desa Lilang,
Perangkat Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggotanya demi
membahas usulan- usulan berupa masukan dari pihak lingkungan RT atas program
pembangunan desa yang kemudian menjadi laandasan untuk penyusunan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) dengan mengantongi persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pendapat
tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani selaku Sekretaris Desa Lilang
mengenai perencanaan keuangan. beliau menyatakan:

“Dalam perencanaan APBDes terlebih dahulu diadakan musyawarah dalam pengusulan untuk
pelaksanaan pembangunan yang ada dalam desa dengan mengundang beberapa tokoh dari
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aparatur desa bersama dengan tokoh masyarakat Untuk merancang apa-apa yang akan
direncanakan untuk membiayai program desa, setelah adanya hasil dari musyawarah tersebut
lalu akan di tetapkan pagu indikatif a desa sebelum keluar pagu dari pusat/ kabupaten, pagu
indikatif desa itu di buat untuk merencanakan anggaran yang mengacu pada APBDes tahun
sebelumnya, setelah pagu dari kabupaten keluar maka pagu itulah yang di pakai dan akan di
lakukan perubahan anggaran APBDes sesuai dengan pagu yang di tetapkan oleh pemerintah”.
Berdasarkan dari penjelasan yang di uraikan oleh ibu Ani selaku Sekretaris Desa Lilang, maka
dapat di simpulkan bahwa pengelolaan keuangan dalam pelaporan pada Desa Lilang itu belum
begitu maksimal, hal ini terlihat dari segi waktu dalam menentukan APBDes seharusnya
ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan.

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pada Desa Lilang di lakukan pengelolaan keuangan setelah penetapan APBDes di
tetapkan berdasarkan peraturan desa yang telah berlaku. Proses pelaksanaan pengelolaan
dimulai dari proses awal yang dilakukan Desa Lilang dalam pelaksanaan dana desa yaitu dengan
mengajukan besarnya dana yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini
diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang
dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain, seperti yang di
sampaikan oleh Ibu Yuliana selaku Kepala Keuangan Desa Lilang, informan dalam penelitian.
“Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti
transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah
melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi
minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat”.
Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan oleh Ibu Yuliana selaku Kepala Keuangan Desa Lilang,
dapat di simpulkan bahwa dalam pencatatan pembukuan maka semua penerimaan dan
pengeluaran saat melakukan transaksi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,
tetapi dalam hal waktu, terjadinya keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh
desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor
penghambat, yaitu lemahnya pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) karena kualitas sumber
daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD)
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di Desa Lilang melakukan Pengelolaan
Keuangan Desa yang telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang di kenal
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) APBDes yang berisi Buku
Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran- lampiran kegiatan lainnya
serta pelaporannya atas realisasi penggunaan pendapatan Desa melalui 2 tahap, yaitu semester
1 di laporkan pada bulan Juni 2021 sedangkan semester 2 di laporkan pada bulan Desember
2021. Pendapat tersebut didukung, berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Ani selaku
Sekretaris Desa Lilang mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDes beliau
menyatakan:
‘Dalam hal pertanggung jawaban keuangan desa, pemerintah Desa membuat Laporan
Pertanggung Jawaban diantaranya Laporan APBDes dan Laporan Realisasi dalam bentuk LPJ
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ”.
Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan oleh Ibu Ani selaku Sekretaris Desa Lilang, maka
dapat di simpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa yang ada pada Desa Lilang
maka akan di buatkan laporan pertanggungjawaban yang meliputi, laporan APBDes dan Laporan
Realisasi Anggaran dalam bentuk LPJ serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) sebagai laporan yang di buat untuk meningkatkan kualitas penganggaran desa
setiap tahunnya.

Kendala penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa
Lilang.
Kendala yang dihadapi oleh hukum desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara
dalam melaksanakan kewenangan mengelola keuangan desa adalah sebagai berikut :
1. Minimnya Kapasitas Aparatur
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Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian, RAPB Desa yang disusun dengan
menggunakan pola pendekatan kinerja (activitybase), secara umum mempunyai beberapa
permasalahan yaitu penyiapan perangkat pengelolaan anggaran, vyaitu  meliputi
permasalahan sumber daya manusia dan permasalahan sistem pengelolaan anggaran
yang dapat memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan
pemerintah.

Perangkat Sistem Administrasi

Pemerintah Desa Lilang belum menunjukkan perencanaan yang efektif, karena waktu
perencanaan yang relatif sempit, kurangnya fungsi lembaga adesa, dan rendahnya
partisipasi masyarakat

Kualitas Pengawasan BPD

Dalam konteks pemerintah Desa Lilang, rendahnya kualitas pengawasan oleh BPD dalam
pengelolaan keuangan desa disebabkan kurangnya hubungan timbal balik antara
pemerintah Desa Lilang dengan BPD, serta kurang nya sistem pengawasan dengan
menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa:
a. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang ada pada Desa Lilang, Kecamatan

Kema, mulai dari tahun 2017 sudah menggunakan sebuah Aplikasi dalam membuat laporan
keuangan yakni dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), penerapan
Siskeudes pada Desa Lilang belum begitu optimal, terbukti dengan masih adanya beberapa
kendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam hal penjabaran
laporan keuangan desa, Desa Lilang juga memberikan informasi terkait laporan Realisasi
Anggaran dan Laporan APBDes sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat
Desa Lilang dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pemerintah telah meluncurkan aplikasi
siskeudes versi 2.0. Aplikasi ini sudah disesuaikan dengan pengelolaan keuangan desa
yang terbaru yaitu permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa
Utara dalam melaksanakan kewenangan mengelola keuangan desa adalah sebagai berikut:
Minimnya Kapasitas Aparatur, waktu perencanaan yang relatif sempit, kurangnya fungsi
lembaga desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat, aparatur pemerintah

Desa Lilang tidak selalu mengerti terkait SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) dalam hal
standar pelaporan pengelolaan keuangan desa dan rendahnya kualitas pengawasan oleh
BPD dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan kurangnya hubungan timbal balik
antara pemerintah Desa Lilang dengan BPD, serta kurang nya sistem pengawasan dengan
menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat.

2. Saran

a.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Desa Lilang maka penulis menguraikan
saran, yaitu:

Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada pada Desa Lilang agar lebih
ditingkatkan lagi agar dapat menghasilkan lembaga kemasyarakatan yang produktif serta
lebih baik lagi.

Diharapkan Pemerintah Desa Lilang dapat meningkatkan kinerja yang baik dalam proses
Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Diharapkan Pemerintah Desa Lilang sebaiknya memiliki operator yang mengoperasikan
aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) lebih dari satu orang agar pelaksanaan
aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih optimal dan Desa Lilang sebaiknya
mengikutsertakan masyarakat mulai dari sosialisasi aplikasi sistem keuangan desa hingga
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pelaporan keuangan desa.
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